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SALINAN

WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Sertifikasi .'=._‘ .'i__l..,




10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12  Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun
2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar
Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor J5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
S Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota
Denpasar Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun
Anggaran 2023 berupa laporan keuangan memuat :
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih (LP-SAL);
c. Neraca;



Laporan Arus Kas (LAK);

"o oa

Laporan Operasional (LO);

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah
Desa.

Pasal 2

dan ikhtisar laporan Dana

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah Rp.
b. Belanja Daerah Rp.
Surplus Rp.

c. Pembiayaan
1. Penerimaan Rp.
2. Pengeluaran Rp.
Pembiayaan netto Rp.

Pasal 3

2.489.157.399.307,54

2.323.885.541.298,14
165.271.858.009,40

448.940.334.313,96
35.576.405.088,00
413.363.929.225,96

Uraian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
berikut :

huruf a diuraikan sebagai

a. Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan

sejumlah Rp. 152.390.941.060
berikut :

1. Anggaran pendapatan
setelah perubahan
2. Realisasi
selisih lebih

,04 dengan rincian sebagai

Rp. 2.336.766.458.247,00

Rp. 2.489.157.399.307.54

Rp. 152.390.941.060,54

b. Selisih anggaran belanja dengan realisasi sejumlah

Rp. 426.234.846.173,86 dengan
1. Anggaran belanja setelah
perubahan
2. Realisasi

rincian sebagai berikut :
Rp. 2.548.363.253.679,00

Rp. 2.122.128.407.505,14

selisih kurang

Rp. 426.234.846.173,86

c. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2023 sebesar
Rp. 578.635.787.235,36 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran
2. Realisasi

Jumlah SILPA

Rp. 0,00
Rp. 578.635.787.235,36
Rp. 578.635.787.235,36

d. Anggaran Penerimaan Pembiayaan ditetapkan sebesar Rp.

448.940.334.313,00
Rp.448.940.334.313,96

terealisasi sebesar



e. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan ditetapkan sebesar
Rp.35.576.405.088,00 terealisasi sebesar
Rp.35.576.405.088,00

f. Anggaran Pembiayaan Netto ditetapkan sebesar
Rp.413.363.929.225,00 terealisasi sebesar
Rp.413.363.929.225,00

Pasal 4
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b
diuraikan sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran lebih Awal Rp. 448.940.334.313,96
b. Penggunaan SAL sebagai Rp. 448.940.334.313,96
Penerimaan Pembiayaan
c. SILPA Rp. 578.635.787.235,36
Pasal 5

Laporan Operasional (LO) sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf d diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan - LO Rp. 2.642.667.116.505,90

b. Beban Daerah - LO Rp. 2.343.439.662.163,40

c. Surplus (Defisit) - LO Rp. 303.641.972.639,69
Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf f diuraikan sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp. 6.618.514.948.636,64
b. Surplus (Defisit) - LO Rp. 303.641.972.639,69
c. Dampak Kumulatif Perubahan Rp. 115.427.731.284,49
Kebijakan/Kesalahan
Mendasar:
- Koreksi Ekuitas - Piutang Rp. (216.708.635,60)
Pajak Daerah
- Koreksi Ekuitas - Piutang Rp. (2.387.723.998,10)
Lain - lain PAD yang Sah
- Koreksi Ekuitas - Penyisihan  Rp. 198.460.402,99
Piutang
- Koreksi Ekuitas - Persediaan  Rp. 11.635.744,50
- Koreksi Ekuitas — Tanah Rp. 91.150.950.002,00
- Koreksi Ekuitas - Peralatan Rp. 3.745.341.183,50
dan Mesin
- Koreksi Ekuitas - Gedung dan Rp. 7.190.313.757,27
Bangunan
- Koreksi Ekuitas - Jalan, Rp. 913.910.000,00
Jaringan, dan Irigasi
- Koreksi Ekuitas - Aset Tetap Rp. (386.000,00)

Lainnya



- Koreksi Ekuitas - Konstruksi  Rp. 18.194.935.360,00
Dalam Pengerjaan

- Koreksi Ekuitas - Aset Lain -  Rp. (3.332.337.542,00)
lain
- Koreksi Ekuitas - Utang Rp. (40.658.990,07)
Belanja
d. Ekuitas Akhir Rp. 7.037.584.652.560,82
Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c
diuraikan sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp. 7.083.787.060.304,58

b. Jumlah Kewajiban Rp. 46.202.407.743,76

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 7.037.584.652.560,82
Pasal 8

Laporan Arus Kas (LAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf e diuraikan sebagai berikut

a. Saldo Awal kas 1 Januari 2023 Rp. 448.940.334.313,96
b. Arus kas dari Aktivitas Operasi Rp. 496.121.127.235,40
c. Arus kas dari Aktivitas Investasi Rp. (366.425.674.314,00)
d. Arus kas dari Aktivitas Rp. 0,00
Pendanaan
e. Arus kas dari Aktivitas Rp. 0,00
Transitoris
f. Jumlah kas per 31 Desember Rp. 578.635.787.235,36
2023
Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos
laporan keuangan.



Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

b)

g)

h)

j)

Lampiran I

Lampiran 1.1

Lampiran [.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri
atas;

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) menurut wurusan pemerintahan
daerah dan organisasi;

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) yang diklasifikasi
menurut kelompok dan jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Rincian Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) menurut urusan
pemerintahan daerah,
program, kegiatan, sub
kelompok, dan jenis
belanja, dan pembiayaan;

Anggaran

organisasi,
kegiatan,
pendapatan,

Rekapitulasi realisasi belanja menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan dan sub kegiatan;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih Per Tanggal 31 Desember 2023;

Laporan Operasional Per Tanggal 31
Desember 2023;

Laporan Perubahan Ekuitas Per Tanggal
31 Desember 2023;

Neraca Per Tanggal 31 Desember 2023;

Laporan Arus Kas Per Tanggal 31
Desember 2023;

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun
Anggaran 2023;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Per
Tanggal 31 Desember 2023;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih Per Tanggal 31 Desember
2023;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
Penyisihan Dana Bergulir Per Tanggal 31



k)

)

p)

q)

t)

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV

Lampiran XVI

Lampiran XVII

Lampiran XVIII

Lampiran XIX

Lampiran XX

Lampiran XX.1

Lampiran XX.2

Desember 2023;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah Per Tanggal 31
Desember 2023;

Daftar Rekapitulasi Realisasi

Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah Per Tanggal 31 Desember
2023;

Daftar Rekapitulasi Aset
Tanggal 31 Desember 2023;

Tetap Per

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
Pekerjaan Per Tanggal 31 Desember
2023;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Per
Tanggal 31 Desember 2023;

Daftar Dana Cadangan Daerah Per
Tanggal 31 Desember 2023;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek Per
Tanggal 31 Desember 2023;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang Per
Tanggal 31 Desember 2023;

Daftar sub kegiatan yang belum
diselesaikan  sampai  akhir tahun
anggaran 2023 dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran berikutnya;

Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri
atas;

Ikhtisar laporan keuangan (neraca)
Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah

Ikhtisar laporan keuangan
laba/rugi) Badan Usaha
Daerah/Perusahaan Daerah

(laporan
Milik



Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Agustus 2024

WALIKOTA DENPASAR,
ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 16 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.
IDA BAGUS ALIT WIRADANA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI : (2, 35 /2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BAGIAN HUKUM

KOMANG LESTARI KUSUMA DEWI, SH.,MH.
Pembina Tk.I/ IV/b

NIP. 19750917 199903 2 008
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